| SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : ¢ TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal
14 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat
(3) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka dipandang
perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;

bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran tidak
sesuai perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 8
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2104);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);




10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);




Menetapkan :

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun
2008 Nomor 2 Seri D),

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3
Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
S Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram
Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011
Nomor 3 Seri B);

19. Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
S5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kota
Mataram Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 8
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor S5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita
Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai
berikut :




1.

Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan pembayaran yang disediakan oleh restoran
kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan restoran.

(3) Bendahara  pengeluaran dapat membantu  proses
pemungutan pajak restoran dengan memberikan data

penggunaan APBD/APBN dalam hal belanja makan dan
minum.

Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Ketentuan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 28
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan
Pajak kepada Kepala Dinas yang terdiri atas pokok pajak
dan/atau sanksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sejak ketetapan diterima.

(2) Permohonan pengurangan pajak harus diajukan secara
tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta
melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas
pemohon, fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan
dengan mencantumkan alasan secara jelas.

(3) Atas permohonan pengurangan pajak, Pejabat yang ditunjuk
melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan
kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.

(4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Pejabat
yang ditunjuk, Kepala Dinas menetapkan Keputusan
penolakan, mengabulkan seluruhnya atau sebagian
permohonan Wajib Pajak.

(5) Permohonan pengajuan pengurangan pajak tersebut tidak
menunda kewajiban membayar pajak terutang.




(6) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1), atas nama Walikota, Kepala Dinas
dapat memberikan pengurangan 50% (lima puluh persen)
untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, agama dan untuk
alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat
diberikan pengurangan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal ’ -
A WALIKOTA MATARAM@‘

H. AHYA DUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal /' -
SEKRETARIZ DAERAH KOTA MATARAM

H. LALJU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR 2°

Salinan sesuai dengan azlinya

EEPALA BAGIANW HURKLIM,
TTD

MANSUERE, sH, MH
NIF. 197012312002121035




